
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung RI; 

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman; 

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama; 

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik; 

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Sirokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman 
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 

6. Peraturan Sekretaris Mahkmah Agung RI Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar 
Operasional Prosedur Mahkamah Agung dan Sadan Perdilan di 
Sawahnya; 

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Di 
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Sadan Peradilan Yang 
Serada Di Sawahnya. 

Mengingat 

: a. bahwa dalam rangka penyempumaan dan penerapan Standar 
Operasional Prosedur pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 
perlu adanya reviu SOP untuk memastikan mekanisme 
pelaksanaan SOP dengan standar pelayanan; 

b. bahwa reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dilakukan oleh Tim Reviu 
SOP yang ditetapkan melalui Keputusan Rengadilan Tinggi 
Agama Jakarta; 

c. bahwa mereka yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam daftar 
lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk 
melaksanakan tugas dalam tim dimaksud. 

Menimbang 

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA, 

TENT ANG 

PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 
NOMOR: W9-A/1807 /0T .01.3/6/2023 



Tembusan: 
1. Yth. Pit. Direktur Jenderal Sadan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI; 
2. Yth. Kepala Sadan Pengawasan Mahkamah Agung RI. 

/ 
A.Dr. Ors. H. ENDANG ALI MA'SUM, S.H.,M.H. i 

: Jakarta 
: 19 Juni 2023 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan • ketentuan bahwa apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan, 
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ketiga 

Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) bertugas: 
1. Memastikan kinerja pelaksana sesuai maksud dan tujuan yang 

tercantum dalam SOP yang berlaku; 
2. Mengidentifikasi perrnasalahan/hambatan yang timbul; 
3. Melakukan penilaian terhadap penerapan SOP berjalan baik atau 

tidak; 
4. Menentukan Tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil 

penilaian penerapan SOP. 

Kedua 

Membentuk Tim Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan susunan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran keputusan ini. 

Kesa tu 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 
TENT ANG PEMBENTUKAN TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR (SOP) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 



/ 

)Or. Ors. H. ENDANG ALI MA 'SUM, S.H.,M.H. ~ 

-: 

6. ADAY, S.Ag., M.H. 

7. WINDARTI, S.E., M.H., M.B.A. 

8. ELVIRA AMEGIA, S.Kom., M.Kom. 

9. ABDUL HARIS RANGKUTY, S.E, M.M. 

10. YULITA FITRI HARTATY, S.E. 

11. OEWI UTARI, S.E, M.M. 

12. H. BANGBANG SRI PANCALA, S.H., Sp.I, M.H. 

13. Hj. HALWAN NAZAH, S.E, S.H., M.M 

14. SRIE NURHANDAYANI, S.H., M.H. 

15. BAMBANG SUBROTO, S.H., M.M. 

16. ADE IRMA SURYANI, A. Md 

17. OFFEND ADETRIARTINA, S.AP. 

• 

Ors. H. U. WANUODIN, S.H., M.H 

Ors. H. OUOUNG, S.H., M.H. 

H. SUNARTO, S.H., M.H. 

NUR ALISA LEST ARI, S.Sy. 

TRI JUMIYATI, S.H. 

1. RUSU, S.H., M.H. 
2. Ors. NASRULLOH, M.Si. 

3. WAHIOA MUSLIHAH, S.Sos., M.M. 

4. RIZAL MUTAQIN, S.E., M.M. 

5. RATU OHIYAFAH, S.H. 

Ketua Tim 

Koordinator SOP Bagian Kepaniteraan 

Koordinator SOP Bagian Kesekretariatan 

Sekretaris I 

Sekretaris II 

Anggota 

PEMBENTUKAN TIM REVIU SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta 
Nomor : V\19-A/1807/0T.01.3/612022 
T anggal : 16 Juni 2023 


